BUPATI KONAWE SELATAN
PROVIRNGI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERIXOTAAN DAN PERDESAAN YANG SUDAH
KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : Bahwa guna menindakianiuti ketentuan Pasal 24
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi can Bangunan

Perdesasan dan Perkotaan, maka dipandang perlu

menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan dan rerdesaan yang

sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati Konawe
Selatan;

Mengingat : 1. Undung-Undang Nomor 6 Tahupn 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahur. 1983 Nomor 49,
Tambahan Lemparuh. Negara Republik Indonesia
Nomor 3262; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 {Lernbaran
Negare Republik Indonesia Tahun 2009 Neamor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4953);



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomcr 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia

Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajal embaran  Negara Republik

| . I, . -, —_— YEAOY ) AV R ot MTarmhnl Ay
Indonesia Tahun 200 Nomwor 27, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi SULAWESI TENGGARA
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembarai Negara Republik
Indornesia Nomor 4033);

5.

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemtaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonuor 5049j;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturann Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nowmor 4049);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG

10.

11.

12;

Peraturan Pemerintaii Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Fajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51561);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norior 5179);

Peraturan Daerab habupaten Konawe Selatan
Nomior 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013
Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe

Selatan (Lembaran Daerah Kebupaten Konawe

Selatan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Bupati Konawe Selatun Nomor 31 Tahun
<016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 35 );

MEMUTUSKAN

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUHMI
DAN BANGUNAN SEKTOK PERKOTAAN DAN
PERDLAAAN (PBB-P2} Y

2) YANG SUDAH KEDALUWAREA



BAB I
HETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

&

j.l

14

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan Pemerintaaan yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Konawe Selatarn.

Instansi adalali instansi yang berwenang di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pajak Daerah rang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribus:

wajib kepada Daerah vang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan urtuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, vang

selanjutnya disingkat dengan PRBB-P2, adalah pajak atas bumi

dan/atau banguaan yang dimiliki. dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang

meliputl tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Kabur

R
vl

e monawe Selatan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan psdalaman dan/atau
laut.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun
malender, kecuall bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku vang

tidak cama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahunt Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

_— ks [ TR IL 1
-\.1,da1._-,\.‘n PefpPajunal daeran.



i1,

12.

i3,

14.

15.

16.

L.

18.

Surat Pemberitahuan Pajak Terucang, ang selanjutnya disingkar
SPPT, adalah surat yang dignunakarn untuk memberitahukan
besarnya PBB-P2 yang terutang kepada W ajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjunva
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokck pajak, jumlah kr adit  pajak, jumlah
kekurangan pembayaran poxok  pajak, besarnya  sanksi

administratif, dan jumlah pajak y<ng masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak vang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tclah ditetapken.

Surat ketetapan Pajak Daerah vang szianjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlan
pokok pajak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STFD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks:
administratif berupa bunga dan/arau denda, vag oleh Waiib Parak

digunakan untuk melakukan periba aoia atau penyetcran

yang terutang ke l.as Negar

1jcd R

]

a meialu santor Pos dan/atau BEank
Milik Badan Usaha WMilik Negeara awu HBank Milik Badan Usaha
Milik Daerah a.au tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas
tanah dan atau bargunan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Duerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh

pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribad: atau Badan, meliputi pembavar
pajak, pemotong pa ak, dan pemungut pajak. vang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan gsesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah
Objek Pajak adalah bumi dan;/ atau banginan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatikan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan vang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan daerah,
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(1)

b. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhutung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabiiz wajib pajak melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

c. sebab lainnya sesuai hasil penelitian admiristrasi dan/atau

penelusuran lapangan, antara lain :
1. duplikasi data atas subjek maupun objek PBB-P2

bersangkutan dan atas duptikasi tersebut telah dilakukan

penelusuran oleh tim yang ditunjuk instansi dengan disertai
kY
berita acar:;

2. subjex maupun objek perpindahan alamat dan tidak
ditemukan derigan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim
yang ditunjuk instansi dengan didukung berita acara yang

diketahui oleh kepala desa atau iurah setempat; dan

3. sebab lain sesuai ketentuan peraturan

perundany-
undarngan.
BAE I
PENELITIAN DAN PENELUSURAN PIUTANG PBB-P2
Pasal &

Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB yang
tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian administrasi

dan/atau penelusuran setempat oleh instansi.

Laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran
setempat oleh instansi harus :en

iratkan keadaan wajb

i pajak
dan pilutang PBB yang bersangutan sebagal dasar ituk
menentukan besarnyva piutang PBE vang tiduk dapat ditagih 'ag

dan diusulkan untuk dihapuskain.

Berdasarkan laporan hasil penelitian adm’nistrasi dan/atau

penelusuran setempat sebagaiinana dimaksud pada ayat (2),
instansi menyusua daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2

untuk disampaikan kepada Bupati

(4) Usulan penghapusan piutang PBB-PZ sebagaimana dimaksud peda

ayat (3) dilakukan csetelah identifikasi dan verifikasi selesal

dilakukan.



BAR IV i
PLINGIIAPUSAN PIUTANG PBB-P2
Pasal 5
(1) Hasil verifikasi oleh instans] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (4), dicatat dalam berita acara hasil. verifikasi.

(2) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud |

pada ayat (1), ditetapkan penghapusan piutang PBB-P2 (;1(31’15{;\3:1'i
Keputusan Bupat.

{3) Setelah ditetapkannya keputusan penghapusan piutang PBB-F2

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, instansi menghapus piutang |
PBB-P2 dari datakase.
Pasal 6

(1) Instansi melaporkan pe?aksanaan%kegiatﬁn penghapusan piutang
PBB kepada Bupati.

(2) Laporan sebageimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
instansi yang  membidangi | urusan pengawasan atas
|
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB V:
KETENTUAN PENUTUP
Pasalj'ﬁ _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  Setiap orang dapat m@ingetahéjuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati iniflidengam penempatannyva dalam .

- ; )
Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

i

Ditetapkan di Andoolo

padd tanggal !

iy

S/ D empber 2ol

H| SURUNUDDIN DANGGA
Diundangkan di Andoolo |

pada tanggal (L. ﬁvscwgu::, D516 .
SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJAN S

BERITA DAERAH IIABUPATEN KONAWE .SELATAN TAHUN 2016
NOMOR



